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c. 

b. 

bahwa dalam rangka rnelaksanakan lnstruksi Prcsiden Nomor 
1 Tahun 2017 ten tang Oerakan Masyarakat Hidup Sehat, 
perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan 
perubahan perilaku kc arah yang lebih sehat; 
bahwa dalam rangka mempercepat, mensinergikan kegiatan 
dan tindakan dari upaya promotif, preventif hidup sehai, 
guna meningkatkan produktivitas penduduk dan 
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat 
penyakit, telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat di Kabupaten Cilacap sejak Tahun 2016; 
bahwa guna mendukung -pelaksanaan Gera.kan Masyarakat 
Hidup Sebat di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b agar dapat berjalan secara optimal, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam 
pela.ksanaannya; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pcrlu meneta~kan 
Peraturan Bupati Cilacap tentang Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat di Kabupaten Cilacap; 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pe~be.ntukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Proptnsi DJawa 
Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 

42); ahun 2009 ientang Keschatan 
Undang-Undang Nomor 36 T . Tah 2009 Nomor 

N Republik Indonesia un (Lembaran egara R blik Indonesia Nomor 
144 Tambahan Lembaran Negara epu 

' 
5063); 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Undang-Undang Nomor blik rndonesia Tahun 2014 
Daerah (Lembaran Negara Repu N ara Republik Indonesia 
Nomor 244, Tamb~an Lembaran :! kali diubah terakhir 
Nomor 5587) sebagwmana telah be 9 fahun 2015 tentang 
dcngan Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Le baran Negara 
2014 tentang Pemcrintahan Dacrah ( ";,s Tarnbahan 
Rcpublik lndonsia Tahun 2015 Nomor 91. Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 567 , 
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Pasal 3 
(1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalab untuk meningkatkan 

pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk 
berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup. 

(2) Tujuan khusus ditetapkannya Pcraturan Bupati ini, adalab sebagai berikut: 
a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat; 
b. meningkatkan produktivitas masyarakat; 
c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan. 

Pasal 2 
aksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai pedoman bagi 

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan, dalam melaksanakan GERMAS 
anruk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif 
dan preventif hidup sehat guna rneningkatkan produktivitas penduduk dan 
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. 

BAB II 
MA.KSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN PRINSrP 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

I. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerinlah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

'

. Bupati adalah Bupati Cilacap . 
. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap . 
. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjumya disingkat GERMAS, adalah 
suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama­ 
sarna oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan berperilaku sebat untuk meningkatkan kualitas hidup. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menctapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP 
SEHAT DI KABUPATEN ClLACAP 

4. Peraruran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat o h 
K b C·1 aera 

a upaten I acap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 9, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Cilac 
Nomor 134); ap 



Pasal 8 sal 7 (i) Untuk melaksanakan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pa '. 
. k d dari berbagat maka perlu dibentuk kelembagaan guna membangun eterpa uan 

. . dal ka pelaksanaan sektor, wilayah, dan para pemanglru kepentingan am rang 
kegiatan GERMAS. 

BAB ill 
ORGANISASI 

Pasal 7 
Uotuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
6, dilakukan kegiatan yang meliputi: 
a. menyusun dan merencaoakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan 

kegiatan GERMAS; 
b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pernantauan, dan evaluasi pelaksanaan 

GERMAS di tingkat kabupaten dan kecamatan; 
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada huruf b, 

kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu 
apabila diperiukan. 

GERMAS dilaksanakan dalam 
eliputi : · 

melakukan ~fitas fisik minimal 30 (tiga pulub) menit setiap hari; 
mengkonsums1 buah dan sayur setiap hari: 
tidak merokok; ' 
tidak mengkonsumsi alkohol; 
eek kesehatan secara rutin· • 

f. rnenjaga kebersiha.n lingkungan; 
j&· menggunakan jam ban sehat; 
h. pemberian ASI Eksklusif pada bayi; 
~- pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Bcragam Bergizi 

Seimbang dan Aman (82SA); 
f pemberian fe pada remaja produktif; 
k. pemberantasan sarang nyamuk (PSN). 

Pasal 6 
bentuk upaya promotif dan preventif antara I · run, 

b. organisasi; 
c. pelaksanaan; 
d. koordinasi 
e. pedoman; 
I, kerja sama; 
g. pembiayaan; 
h, monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

a. tugas; 

PasaJ 4 

IPrinsip penerapan GERMAS adalah agar seluruh pimpinan institu . . 
aka . . d d SJ pemenntati d 

l masyar t, perguruan tinggr, an unia usaha unruk an 
melaksanakan kegiatan GERMAS di lingkup tanggung jaw b mengawaJ dan 

. . . a nya sesual tu lfungst, dan kewenangan masing-masmg. gas, 

PasaJ 5 
Ruang lingkup Pelaksanaan GERMAS, meliputi: 



,J 
(1) dituangkan dimaksud pada ayat V 

Pl Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan GERMAS, Pemerintah Kabupaten 
dapat melaksanakan kerja sama dengan : 
a. Pemerintah Kabupaten/ Kota lain; 
b. Dinas Kesehatan di luar Kabupaten Cilacap; 
c. Akademisi; 
d. Swasta; 
e. BUMD; 
f. Organisasi Kemasyarakatan. 

1) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana 
dalarn bentuk Perjanjian Kerja Sama. 

~ 

Pasal 11 

BAB VI 
KERJA SAMA 

Pasal 10 
J) Unruk si.nkronisasi dan kelancaran GERMAS dilakukan kocrdinasi antara 

Forum Komunikasi GERMAS dengan pihak terkait. 
2) Koordinasi sebaga.imana dirnaksud pada ayat (1) meliputi penguatan: 

a. sumber daya manusia; 
b. sarana pelaporan; 
c. data/ informasi; dan 
d. penganggaran. • 

BABV 
KOORDINASI 

Pasal 9 
!) Pelaksanaan GER MAS melibatkan. seluruh komponen, yang meliputi: 

a. Pemerintab Kabupaten, Kecarnatan, maupun Desa/Kelurahan; 
b. dunia pendidikan; 
c. swasta dan dunia usaha; 
d. Organisasi Kemasyarakatan; dan 
e. individu, keluarga, dan masyarakat 

2) Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagairnana dimaksud pada ayat (1) secara 
teknis dikordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. 

BABIV 
PELAKSANAAN 

21 KeJembagaan sebagaimana ctimakl>ud pada ayal ( l) diwujudkan dalam bentuk 
forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). 

,3) fofUilJ Komunikas! Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) scbagaimana 
dilllaksud pada ayar (2) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia 
usaha, Organisasi Kcmasyarakatan, Organisasi Profesi dan media massa. 

4-) forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehac (GERMAS), bertugas: 
8.menyusun rencana kerja dengan rnengacu kepada kebijakan daerah; 
b.mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; 
c. melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalarn setahun; dan 
d.melakukan monitoring dan evaluasi 

,51 susunan keanggotaan Forum Komunikasi scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diletapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 2 ~ Jul 2017 

Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 2 4 Ju: }~17 

~ BUPATI ClLACAr 

\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Pasal 14 
Pcraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
{I} Unruk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan 

monitoring dan evaluasi oleb Ketua Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat Kabupaten Cilacap. 

(2) Hasil monitoring dan cvaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebib lanjut. 

BABVHJ 
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 12 
ala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

s~g t>ankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
d1be . ah Pr · · SelanJa Daer ovmsi, Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah Kabupaten dan b d I · CiJacaP scrta sum er ana am yang sah sesuai ketentuan peraruran perundang 
undangan. 

BAB VU 
PEMBIAYAAN 


